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Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis audit komunikasi pada strategi
pengelolaan akun Instagram Humas Pemerintahan Kota Medan dalam penyebaran
informasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi
kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi digital, dan dokumentasi,
kemudian dianalisis menggunakan model interaktif melalui kondensasi data,
penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui
triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun Instagram
Humas Pemerintahan Kota Medan telah menjadi media penyebaran informasi
pemerintah yang cepat, visual, dan mudah diakses. Pengelolaan konten meliputi
pengumpulan, seleksi, verifikasi, pengemasan, dan publikasi informasi dalam bentuk
foto, video, reels, dan stories. Namun, konten masih didominasi dokumentasi
kegiatan seremonial, sedangkan informasi layanan publik praktis, penggunaan fitur
interaktif, dan respons terhadap pertanyaan masyarakat belum optimal. Kebaruan
penelitian ini terletak pada penggunaan audit komunikasi untuk menilai pengelolaan
Instagram secara menyeluruh, meliputi perencanaan pesan, distribusi informasi,
umpan balik, hambatan, dan evaluasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan
konten layanan publik, komunikasi dua arah, dan prosedur respons masyarakat agar
Instagram pemerintah lebih informatif, dialogis, dan responsif.

Keywords: Audit Komunikasi, Humas Pemerintah, Informasi Publik, Instagram,
Komunikasi Digital.

A.Introduction

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hubungan
antara pemerintah dan masyarakat. Penyebaran informasi publik yang sebelumnya
banyak mengandalkan media cetak, televisi, radio, konferensi pers, dan layanan tatap
muka kini semakin didukung oleh media sosial. Media sosial memungkinkan
pemerintah menyampaikan informasi secara lebih cepat, terbuka, visual, dan
interaktif, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan,
pertanyaan, kritik, maupun aspirasi. Dalam konteks komunikasi publik digital,
Instagram menjadi salah satu platform yang strategis karena menyediakan fitur
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unggahan foto, video, reels, stories, siaran langsung, kolom komentar, dan pesan
langsung yang dapat dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat secara luas.

Bagi pemerintah daerah, penggunaan Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media
publikasi kegiatan pimpinan atau dokumentasi program pemerintah, tetapi juga
sebagai sarana penyebaran informasi pelayanan publik. Melalui akun Instagram,
pemerintah dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan daerah,
pembangunan, pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, kebersihan
lingkungan, ketertiban, agenda pemerintahan, serta penanganan isu aktual.
Pengelolaan akun Instagram pemerintah karena itu perlu dilakukan secara sistematis
melalui perencanaan konten, pengumpulan data, verifikasi informasi, penyusunan
pesan, pemilihan visual, penjadwalan unggahan, distribusi konten, dan evaluasi
respons audiens. Diniati et al. (2023) menjelaskan bahwa pengelolaan Instagram
dalam praktik hubungan masyarakat mencakup pemetaan citra organisasi,
perencanaan editorial, pengumpulan bahan informasi, publikasi pesan, serta
pemantauan dan evaluasi komunikasi.

Dalam konteks Pemerintahan Kota Medan, akun Instagram Humas memiliki posisi
penting sebagai kanal komunikasi publik bagi masyarakat perkotaan yang heterogen.
Kota Medan memiliki kebutuhan informasi yang beragam, mulai dari layanan
administrasi, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi,
kebersihan, keamanan, hingga kebijakan yang berdampak langsung terhadap
kehidupan warga. Oleh sebab itu, informasi yang disebarkan melalui Instagram perlu
memenuhi prinsip ketepatan, kejelasan, relevansi, keterbaruan, dan kemudahan
dipahami. Pengelola akun juga perlu memperhatikan gaya bahasa, daya tarik visual,
frekuensi unggahan, penggunaan fitur Instagram, serta kecepatan dalam merespons
pertanyaan atau komentar masyarakat.

Meskipun demikian, penggunaan Instagram sebagai media komunikasi pemerintah
menghadapi sejumlah tantangan. Arus informasi digital yang sangat cepat membuat
informasi pemerintah harus bersaing dengan berbagai konten lain, termasuk
informasi yang tidak terverifikasi. Selain itu, pemerintah dapat menghadapi
rendahnya keterlibatan audiens, komentar negatif, kesalahpahaman terhadap
kebijakan, keterbatasan sumber daya pengelola, serta ketidaksesuaian antara
informasi yang dipublikasikan dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi publik melalui Instagram tidak cukup
dinilai berdasarkan jumlah pengikut, jumlah unggahan, jumlah suka, komentar, atau
jangkauan konten. Keberhasilan komunikasi juga ditentukan oleh kualitas pesan,
ketepatan waktu penyampaian, responsivitas pengelola, kemampuan membangun
dialog, serta kesesuaian informasi dengan kebutuhan publik.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Instagram telah dimanfaatkan
oleh institusi pemerintah sebagai media komunikasi publik. Pratiwi dan Dunan (2021)
menemukan bahwa Humas Pemerintah Kota Depok menggunakan Instagram untuk
mengelola informasi COVID-19 melalui strategi komunikasi persuasif dan
penyebaran informasi yang cepat kepada masyarakat. Penelitian tersebut
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memperlihatkan bahwa media sosial dapat membantu pemerintah dalam
menyampaikan informasi pada situasi yang membutuhkan respons komunikasi
secara segera. Selanjutnya, Diniati et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan
pengelolaan Instagram organisasi sangat dipengaruhi oleh perencanaan konten,
koordinasi pengelola, konsistensi pesan, dan proses evaluasi terhadap respons publik.

Kajian lain menunjukkan bahwa pengelolaan Instagram pemerintah perlu didukung
oleh optimalisasi fitur, pembagian kerja tim, serta pelibatan masyarakat dalam ruang
komunikasi digital. Rohmah dan Fitri (2025) menjelaskan bahwa pemanfaatan
Instagram oleh Diskominfo Semarang dilakukan melalui penyebaran informasi,
pengelolaan sumber daya tim, penggunaan fitur media sosial, dan upaya membangun
keterlibatan publik. Sementara itu, Jamil et al. (2021) menemukan bahwa popularitas
akun Instagram lembaga publik belum selalu menunjukkan penerapan komunikasi
dialogis yang baik. Temuan tersebut penting karena akun pemerintah dapat memiliki
jumlah pengikut dan interaksi yang tinggi, tetapi belum tentu mampu menjawab
kebutuhan informasi masyarakat atau merespons aspirasi publik secara memadai.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat beberapa gap riset. Pertama, penelitian tentang
Instagram pemerintah masih banyak berfokus pada strategi komunikasi, jenis konten,
penggunaan fitur, citra institusi, atau tingkat keterlibatan audiens. Pendekatan
tersebut memang penting, tetapi belum sepenuhnya mengkaji proses komunikasi
secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kedua, sebagian
penelitian masih menggunakan indikator performa digital sebagai ukuran utama
keberhasilan, seperti jumlah pengikut, suka, komentar, dan jangkauan. Padahal,
penyebaran informasi publik yang efektif juga harus dinilai berdasarkan ketepatan
pesan, kualitas verifikasi informasi, keterpahaman masyarakat, relevansi konten,
respons terhadap umpan balik, serta kemampuan pemerintah mengatasi hambatan
komunikasi.

Ketiga, penelitian yang secara khusus mengkaji akun Instagram Humas
Pemerintahan Kota Medan melalui perspektif audit komunikasi masih terbatas.
Padahal, audit komunikasi dapat digunakan untuk mengevaluasi tujuan komunikasi,
alur informasi, proses penyusunan pesan, mekanisme verifikasi, penggunaan media,
karakteristik audiens, pola umpan balik, hambatan komunikasi, dan sistem evaluasi
organisasi. Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya berfokus pada konten yang
telah dipublikasikan, tetapi juga pada proses internal dan eksternal yang
memengaruhi efektivitas penyebaran informasi publik.

Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan audit komunikasi sebagai kerangka
analisis dalam mengkaji strategi pengelolaan akun Instagram Humas Pemerintahan
Kota Medan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan jenis konten atau tingkat
interaksi pengguna, tetapi juga menganalisis secara terpadu proses perencanaan
komunikasi, produksi dan verifikasi informasi, penggunaan fitur Instagram,
distribusi pesan, respons terhadap komentar dan aspirasi masyarakat, hambatan
komunikasi, serta evaluasi kinerja komunikasi digital. Pendekatan tersebut
diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas
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komunikasi publik digital Pemerintah Kota Medan.

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah penempatan Instagram sebagai instrumen
keterbukaan informasi publik dan pelayanan masyarakat, bukan hanya sebagai
media pembentukan citra pemerintah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan
dapat memberikan rekomendasi bagi pengelolaan akun Instagram pemerintah
daerah yang lebih informatif, akurat, responsif, dialogis, transparan, dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami secara
mendalam proses, makna, strategi, serta hambatan dalam pengelolaan akun
Instagram Humas Pemerintahan Kota Medan sebagai media penyebaran informasi
publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi praktik komunikasi
digital berdasarkan pengalaman pengelola akun, kebijakan organisasi, karakteristik
konten, dan respons masyarakat sebagai penerima informasi. Creswell dan Poth
(2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami
persoalan sosial melalui penggalian makna, pengalaman, dan perspektif partisipan
dalam konteks alamiahnya.

Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik,
yaitu strategi pengelolaan akun Instagram Humas Pemerintahan Kota Medan. Studi
kasus memungkinkan peneliti menelaah fenomena komunikasi secara mendalam
dalam konteks nyata organisasi, termasuk hubungan antara perencanaan konten,
proses produksi pesan, distribusi informasi, interaksi publik, dan evaluasi
komunikasi. Yin (2018) menyatakan bahwa studi kasus relevan digunakan ketika
peneliti ingin menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” suatu fenomena
berlangsung dalam konteks kehidupan nyata. Oleh karena itu, desain ini sesuai untuk
menganalisis praktik audit komunikasi pada pengelolaan media sosial pemerintah
daerah.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan
informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan
mereka terhadap pengelolaan akun Instagram Humas Pemerintahan Kota Medan.
Informan utama meliputi kepala atau koordinator humas, admin media sosial, staf
pembuat konten, serta pejabat yang terlibat dalam proses verifikasi dan persetujuan
informasi. Penelitian juga melibatkan masyarakat Kota Medan yang mengikuti atau
pernah mengakses akun Instagram tersebut untuk memperoleh perspektif penerima
informasi. Jumlah informan tidak ditetapkan secara kaku, melainkan disesuaikan
dengan kebutuhan penelitian hingga diperoleh kejenuhan data (data saturation), yaitu
kondisi ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi substantif
yang baru (Guest et al., 2020).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara mendalam dan observasi, baik observasi langsung terhadap
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aktivitas pengelolaan akun maupun observasi digital terhadap unggahan, reels,
stories, komentar, respons admin, dan bentuk interaksi publik. Data sekunder
diperoleh melalui studi dokumentasi, seperti kalender konten, arsip publikasi,
tangkapan layar unggahan, pedoman komunikasi, standar operasional prosedur,
laporan evaluasi media sosial, dan dokumen lain yang relevan. Penggunaan berbagai
sumber data diperlukan agar analisis tidak hanya bertumpu pada konten yang
terlihat di Instagram, tetapi juga mencakup proses internal yang membentuk
penyebaran informasi publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali tujuan komunikasi, proses
perencanaan konten, pembagian tugas, mekanisme verifikasi informasi, strategi
penggunaan fitur Instagram, pengelolaan umpan balik, serta evaluasi kinerja akun.
Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi jenis konten, gaya bahasa, desain visual,
frekuensi unggahan, pola interaksi, dan respons terhadap pertanyaan maupun
komentar masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat serta
memverifikasi temuan dari wawancara dan observasi. Kombinasi teknik tersebut
mendukung pemahaman yang lebih utuh mengenai komunikasi publik digital karena
setiap teknik menghasilkan sudut pandang data yang berbeda namun saling
melengkapi (Creswell & Poth, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles et al. (2014), yang
mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi
kesimpulan. Tahap kondensasi data dilakukan melalui transkripsi wawancara,
pemberian kode, pemilahan informasi, dan pengelompokan data berdasarkan tema
penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks, uraian tematik, dan
pemetaan proses komunikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap
dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data untuk memperoleh
interpretasi yang konsisten.

Kerangka audit komunikasi dalam penelitian ini diarahkan pada beberapa aspek,
yaitu tujuan komunikasi, perencanaan pesan, produksi dan verifikasi informasi,
pemilihan media dan fitur Instagram, distribusi konten, karakteristik audiens, umpan
balik masyarakat, hambatan komunikasi, serta evaluasi pengelolaan akun. Audit
komunikasi digunakan untuk menilai apakah strategi komunikasi digital yang
dijalankan telah selaras dengan kebutuhan informasi publik dan tujuan keterbukaan
informasi pemerintah. Dengan kerangka tersebut, penelitian tidak hanya menilai
unggahan Instagram sebagai produk komunikasi, tetapi juga menelaah proses
komunikasi sebelum, selama, dan setelah informasi disebarkan kepada masyarakat.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi
sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pengelola akun, pejabat
humas, dan masyarakat sebagai pengguna informasi. Triangulasi teknik dilakukan
dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu,
penelitian menerapkan member checking untuk mengonfirmasi interpretasi peneliti
kepada informan, diskusi sejawat untuk menguji konsistensi analisis, serta audit trail
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untuk mendokumentasikan proses pengumpulan dan analisis data. Strategi tersebut
penting untuk meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas
temuan penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985).

C. Results and Discussion
Results

Berdasarkan hasil observasi, akun Instagram Humas Pemerintahan Kota Medan
berfungsi sebagai media penyebaran informasi publik digital. Konten yang
dipublikasikan meliputi kegiatan pimpinan daerah, program pembangunan,
pelayanan publik, agenda pemerintahan, kegiatan sosial, informasi edukatif, dan
dokumentasi aktivitas perangkat daerah. Penggunaan Instagram menunjukkan
upaya Pemerintah Kota Medan untuk menjangkau masyarakat melalui media visual
yang mudah diakses.

Dari aspek perencanaan, publikasi konten didasarkan pada agenda pemerintahan, isu
aktual, program prioritas daerah, serta informasi dari organisasi perangkat daerah.
Materi kemudian dikumpulkan, diseleksi, dan dikemas dalam bentuk caption, foto,
desain grafis, video, maupun reels. Namun, perencanaan konten masih banyak
mengikuti agenda harian, sehingga konten edukatif dan informasi layanan yang
langsung dibutuhkan masyarakat perlu ditingkatkan.

Pada aspek produksi pesan, bahasa yang digunakan relatif formal, ringkas, dan
disertai unsur visual. Caption umumnya menjelaskan kegiatan, pihak yang terlibat,
lokasi, tujuan, dan pesan pemerintah. Meskipun demikian, konten dokumentasi
kegiatan seremonial masih lebih dominan dibandingkan informasi praktis, seperti
prosedur layanan, jadwal pelayanan, mekanisme pengaduan, atau penjelasan
kebijakan yang sederhana.

Akun Instagram telah memanfaatkan fitur feed, video, reels, dan stories. Reels
digunakan untuk informasi audiovisual singkat, sedangkan stories digunakan untuk
informasi aktual dan dokumentasi kegiatan. Namun, fitur interaktif seperti jajak
pendapat, kotak pertanyaan, siaran langsung, dan sesi tanya jawab belum digunakan
secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa akun masih lebih berfungsi sebagai
media informasi satu arah daripada ruang dialog aktif dengan masyarakat.

Kolom komentar menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan apresiasi,
pertanyaan, kritik, dan keluhan. Namun, tidak semua komentar memperoleh respons
langsung atau jawaban yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya
mekanisme pengelolaan umpan balik yang lebih terstruktur melalui pembagian tugas
admin, prosedur tindak lanjut keluhan, dan koordinasi dengan perangkat daerah
terkait. Hasil observasi juga sejalan dengan hasil temuan wawancara, adapun hasil
wawancara peneliti paparkan.

Koordinator Humas Pemerintahan Kota Medan

“Akun Instagram Humas Pemerintahan Kota Medan kami gunakan untuk menyampaikan
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informasi mengenai kegiatan pemerintah, program pembangunan, pelayanan publik, dan
informasi aktual yang perlu diketahui masyarakat. Sebelum informasi diunggah, kami
mengumpulkan bahan dari kegiatan pemerintah atau OPD terkait, kemudian melakukan
pengecekan agar informasi yang disampaikan tetap akurat dan tidak menimbulkan
kesalahpahaman.”

Admin Media Sosial Humas Pemerintahan Kota Medan

“Kami setiap hari memantau agenda pemerintah dan informasi dari OPD. Konten biasanya
dibuat dalam bentuk foto, desain grafis, video, reels, atau stories. Komentar masyarakat juga
kami pantau, tetapi untuk pertanyaan dan keluhan tertentu kami harus berkoordinasi terlebih
dahulu dengan OPD yang berwenang agar jawaban yang diberikan sesuai dengan data dan
kebijakan yang berlaku.”

Staf Pembuat Konten Humas Pemerintahan Kota Medan

“Dalam membuat konten, kami berusaha menyederhanakan informasi agar mudah dipahami
masyarakat. Informasi dari pemerintah kadang cukup teknis, sehingga kami mengemasnya
melalui caption singkat, infografis, atau video pendek. Namun, konten kegiatan pemerintah
masih cukup dominan karena agenda kegiatan pemerintahan juga banyak.”

Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah

“Jika ada program atau layanan yang perlu dipublikasikan, kami memberikan data dan bahan
informasi kepada Humas. Koordinasi ini penting karena informasi yang disampaikan melalui
akun resmi pemerintah harus benar, sesuai kondisi di lapangan, dan tidak menimbulkan
pemahaman yang keliru bagi masyarakat.”

Masyarakat Pengikut Akun Instagram Humas Pemerintahan Kota Medan

“Saya mengikuti akun Instagram Pemerintah Kota Medan karena informasi kegiatan dan
pengumuman pemerintah biasanya cukup cepat disampaikan. Namun, saya berharap lebih
banyak informasi yang praktis, seperti prosedur pelayanan, jadwal layanan, dan penjelasan
kebijakan dengan bahasa yang lebih sederhana.”

Masyarakat Pengguna Instagram

“Menurut saya, Instagram pemerintah akan lebih bermanfaat jika tidak hanya menampilkan
kegiatan seremonial, tetapi juga lebih banyak memuat informasi tentang pelayanan publik,
pengaduan masyarakat, kesehatan, kebersihan, kondisi jalan, dan informasi darurat yang
dibutuhkan warga.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, akun Instagram Humas Pemerintahan
Kota Medan telah berfungsi sebagai media penyebaran informasi publik yang cepat,
visual, dan mudah diakses masyarakat. Pengelolaan konten dilakukan melalui
pengumpulan, seleksi, verifikasi, dan publikasi informasi dari kegiatan pemerintah
maupun organisasi perangkat daerah. Namun, konten masih didominasi
dokumentasi kegiatan seremonial, sementara informasi layanan publik yang praktis,
penggunaan fitur interaktif, serta respons terhadap pertanyaan dan keluhan

55



Narasi: Jurnal Komunikasi Dakwah dan Perkembangan Masyarakat Islam
Volume 2 (1) 2026, 49-61
E-ISSN 2981-8247

masyarakat belum optimal. Oleh karena itu, pengelolaan akun perlu diarahkan pada
peningkatan konten pelayanan publik, komunikasi dua arah, dan sistem tindak lanjut

aspirasi masyarakat agar fungsi informatif, edukatif, dan dialogis dapat berjalan lebih
efektif.

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun Instagram Humas Pemerintahan Kota
Medan telah berfungsi sebagai kanal komunikasi publik digital dalam menyebarkan
informasi mengenai kegiatan pimpinan daerah, program pembangunan, pelayanan
publik, agenda pemerintahan, serta isu aktual. Temuan ini menunjukkan bahwa
Instagram telah dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemerintah yang mampu
menjangkau masyarakat secara cepat, visual, dan mudah diakses. Kondisi tersebut
sejalan dengan penelitian Pratiwi dan Dunan (2021) yang menemukan bahwa
Instagram dimanfaatkan oleh Humas Pemerintah Kota Depok untuk menyampaikan
informasi pemerintah secara cepat dan persuasif kepada masyarakat, khususnya pada
situasi yang membutuhkan penyebaran informasi secara intensif.

Dari aspek perencanaan komunikasi, temuan penelitian memperlihatkan bahwa
materi konten diperoleh dari agenda pemerintah, isu aktual, program prioritas, dan
informasi dari organisasi perangkat daerah. Informasi tersebut kemudian
dikumpulkan, diseleksi, diverifikasi, dan dikemas dalam bentuk caption, foto,
infografis, video, reels, maupun stories. Proses tersebut menunjukkan adanya
mekanisme dasar pengelolaan komunikasi yang melibatkan koordinasi antara Humas
dan perangkat daerah. Temuan ini relevan dengan penelitian Diniati et al. (2023) yang
menjelaskan bahwa pengelolaan Instagram dalam praktik hubungan masyarakat
meliputi perencanaan editorial, pengumpulan informasi, produksi konten, distribusi
pesan, serta pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, proses pengelolaan
Instagram Humas Pemerintahan Kota Medan telah mencerminkan unsur penting
komunikasi organisasi, terutama dalam menjaga ketepatan dan validitas informasi
sebelum dipublikasikan.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa perencanaan konten masih banyak
mengikuti agenda kegiatan harian dan dokumentasi aktivitas pemerintahan. Kondisi
tersebut menyebabkan konten seremonial lebih dominan dibandingkan informasi
praktis yang secara langsung dibutuhkan masyarakat, seperti prosedur pelayanan,
jadwal layanan, mekanisme pengaduan, informasi kesehatan, kebersihan, kondisi
jalan, maupun informasi darurat. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat
yang mengharapkan akun Instagram pemerintah lebih banyak menyajikan informasi
layanan publik dengan bahasa yang sederhana. Dalam konteks komunikasi publik,
dominasi konten seremonial dapat mengurangi fungsi Instagram sebagai media
pelayanan informasi, karena masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi
tentang kegiatan pemerintah, tetapi juga informasi yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan kebutuhan sehari-hari.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rohmah dan Fitri (2025) yang
menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan Instagram pemerintah tidak hanya
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ditentukan oleh intensitas unggahan, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam
mengoptimalkan fitur, mengelola tim, dan melibatkan publik. Artinya, akun
Instagram pemerintah perlu diarahkan untuk menghasilkan konten yang memiliki
nilai guna tinggi bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, penggunaan foto, video, reels,
dan stories telah menunjukkan upaya Humas Pemerintahan Kota Medan dalam
menyesuaikan bentuk informasi dengan karakter media sosial. Reels dan stories
dapat membantu penyampaian informasi secara singkat dan aktual, terutama untuk
agenda pemerintah maupun isu yang berkembang di masyarakat.

Meskipun demikian, pemanfaatan fitur interaktif seperti jajak pendapat, kotak
pertanyaan, siaran langsung, dan sesi tanya jawab belum dilakukan secara konsisten.
Hal tersebut menunjukkan bahwa Instagram masih lebih dominan digunakan sebagai
media penyebaran informasi satu arah. Temuan ini sejalan dengan Jamil et al. (2021)
yang menyatakan bahwa popularitas akun Instagram lembaga publik tidak selalu
menunjukkan adanya komunikasi dialogis yang optimal. Jumlah pengikut, jumlah
suka, atau tingginya jangkauan konten belum dapat menjadi ukuran utama
keberhasilan komunikasi publik apabila masyarakat belum memperoleh ruang yang
cukup untuk bertanya, menyampaikan aspirasi, dan mendapatkan respons yang jelas
dari institusi pemerintah.

Hasil wawancara dengan admin media sosial juga menunjukkan bahwa komentar
masyarakat telah dipantau, tetapi pertanyaan dan keluhan tertentu harus
dikoordinasikan terlebih dahulu dengan organisasi perangkat daerah yang
berwenang. Proses koordinasi tersebut penting untuk menjaga akurasi informasi dan
menghindari kesalahan dalam penyampaian jawaban. Pernyataan koordinator humas
dan perwakilan organisasi perangkat daerah juga menegaskan bahwa proses
verifikasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan informasi pemerintah. Akan
tetapi, mekanisme tersebut dapat menyebabkan respons terhadap masyarakat
menjadi lebih lambat apabila belum terdapat prosedur tindak lanjut yang jelas dan
pembagian tugas yang terstruktur.

Dalam perspektif audit komunikasi, kondisi tersebut menunjukkan adanya
kebutuhan untuk memperkuat alur umpan balik (feedback flow) antara masyarakat,
admin media sosial, Humas, dan organisasi perangkat daerah. Kolom komentar
seharusnya tidak hanya dipandang sebagai ruang respons simbolik, tetapi sebagai
sumber informasi mengenai kebutuhan, kritik, dan persoalan yang dihadapi
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional prosedur untuk
mengelompokkan komentar, menentukan batas waktu respons, meneruskan keluhan
kepada perangkat daerah terkait, serta menyampaikan tindak lanjut kepada
masyarakat melalui komentar, pesan langsung, atau konten klarifikasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan akun
Instagram Humas Pemerintahan Kota Medan telah cukup baik dalam menjalankan
fungsi informatif. Akun tersebut telah mampu menyebarkan informasi pemerintahan
secara cepat, visual, dan mudah diakses. Namun, fungsi edukatif, pelayanan
informasi, dan komunikasi dialogis masih perlu diperkuat. Peningkatan dapat
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dilakukan melalui penyusunan kalender konten yang lebih terencana, penambahan
konten praktis mengenai layanan publik, penggunaan bahasa yang lebih sederhana,
optimalisasi fitur interaktif, serta penguatan koordinasi dan sistem respons antara
Humas dengan organisasi perangkat daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi
publik melalui Instagram tidak hanya ditentukan oleh banyaknya konten atau
tingginya interaksi digital, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menyediakan
informasi yang akurat, relevan, mudah dipahami, responsif, dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka audit komunikasi, akun Instagram Humas
Pemerintahan Kota Medan perlu terus dikembangkan dari media publikasi kegiatan
menuju media komunikasi publik yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi
pada pelayanan masyarakat.

D.Conclusions

Berdasarkan hasil penelitian, akun Instagram Humas Pemerintahan Kota Medan telah
berperan sebagai media penyebaran informasi publik yang cepat, visual, dan mudah
diakses masyarakat. Pengelolaan konten dilakukan melalui proses pengumpulan,
verifikasi, pengemasan, dan publikasi informasi dari kegiatan pemerintah maupun
organisasi perangkat daerah. Namun, komunikasi yang berlangsung masih
cenderung satu arah karena konten seremonial lebih dominan, sementara informasi
layanan publik praktis, pemanfaatan fitur interaktif, serta respons terhadap
pertanyaan dan keluhan masyarakat belum optimal. Oleh karena itu, Humas
Pemerintahan Kota Medan perlu memperkuat kalender konten berbasis kebutuhan
warga, meningkatkan informasi pelayanan publik, menerapkan prosedur respons
yang jelas, dan mengoptimalkan fitur interaktif agar Instagram tidak hanya menjadi
media publikasi kegiatan, tetapi juga sarana komunikasi publik yang edukatif,
dialogis, dan responsif.
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